
  

, & £ 
MA EPA PRP ON RA PAD: 

  

  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 65 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang : a. 
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AA : 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

bahwa adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran 

i Antar Beberapa Program dan Antar Jenis Belanja Pada Dinas 

| Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan 

" Pertanahan Kabupaten Boalemo, maka perlu menetapkan 

"Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional 

bagi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

“Ar Anggaran 2018, 
mna 

bahwa untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Satuan Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka 
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Mengingat : 1. 

- dilakukan pergesaran anggaran, 

a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo 
Mar MMO LAMA 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 

-#ahUN 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), 

 



10. 

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas ndang - Undang 

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965): 

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421): 

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049), 

. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090): 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138): 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139): 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 

4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106): 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah: 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
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32. 

33. 

34. 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 541), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 825 ), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ): 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 17 1), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302):
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36. 

37. 

Memperhatikan :1. 

'enetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 

2017 Nomor 7 ), 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 

393): 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 

Nomor 675). 

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo 

Nomor :170/DPRD/99/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 Perihal 

Persetujuan Pergeseran Anggaran. 

.Surat Kepala Dinas DISPERKIMHUBTAN Kabupaten Boalemo 

Nomor : 50/050/ DISPERKIMHUBTAN/I11/2018 Tanggal 5 Februari 

2018 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran 

.Telahan Staf Kepala Dinas DISPERKIMHUBTAN Kabupaten 

Boalemo Nomor : 06/050/DISPERKIMHUBTAN/I1/2018 Tanggal 5 

Februari 2018 Perihal Permohonan Usulan Pergeseran Anggaran 

Tahun 2018 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 65 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

1. Belanja 

Pasal 1 

a. Belanja Langsung 

1) Belanja Barang dan Jasa 

Semula Rp. 151.048.557.235,- 

!



  

Bertambah/ berkurang Rp. 200.000.000,- 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 151.248.557.235,- 

2) Belanja Modal 

  

Semula Rp. 209.998.004.109,- 

Bertambah/ berkurang Rp. (200.000.000, -) 

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 209.798.004.109,- 

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan. 

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 6A 

sehingga berbunyi sebagai berikut, 

Pasal 6 A 

Pergesaran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal 1 akan ditampung dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo. 

Di tetapkan di Tilamuta 

Pada tanggal 

Nora 6 

tparwis MORIDU 

  

      

  

  

| Drs. SUKARNI POTUTU, MM. M. Pd 

PEMBINA UTAMA MUDA 

Nip. 19600916 198803 1 008 

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR .£95)


